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KESEPAKATAN BERSAMA

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR  41 TAHUN 2007

NOMOR 373 / M.KOMINFO / 08 / 2007

NOMOR KB / 01/ M.PAN / 08 / 2007

TENTANG

REVITALISASI FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH, KESEKRETARIATAN LEMBAGA NEGARA, PEMERINTAHAN DAERAH, DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh, bertempat di Denpasar, yang bertandatangan di bawah ini:

1.
Nama
:
H. MARDIYANTO


Jabatan
:
Menteri Dalam Negeri


Alamat
:
Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat


bertindak untuk dan atas nama Departemen Dalam Negeri.

2.
Nama
:
MOHAMMAD NUH


Jabatan
:
Menteri Komunikasi dan Informatika


Alamat
:
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat


bertindak untuk dan atas nama Departemen Komunikasi dan Informatika.

3.
Nama
:
TAUFIQ EFFENDI


Jabatan
:
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara


Alamat
:
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 69, Jakarta Selatan


bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam kedudukannya sebagaimana tesebut di atas, berdasarkan:

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang​Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

c. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

d. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

e. Peraturan Presiden No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Sepakat untuk melakukan optimalisasi fungsi hubungan masyarakat pemerintah, melalui revitalisasi fungsi hubungan masyarakat dalam mengomunikasikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta interaksi dengan masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan bersama ini diselenggarakan dalam bentuk Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat pada instansi pemerintah, kesekretariatan lembaga negara, pemerintahan daerah, dan badan usaha milik negara/daerah.

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Revitalisasi Fungsi ubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersama-sama mempunyai tanggungjawab:

a. menerbitkan kebijakan tentang ketentuan-ketentuan pokok revitalisasi fungsi hubungan masyarakat sebagai pedoman bagi instansi pemerintah, kesekretariatan lembaga negara, pemerintahan daerah, dan badan usaha milik negara/daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan tanggungjawab masing-masing.

b. mengoordinasikan langkah-langkah strategis revitalisasi fungsi hubunganmasyarakat pada instansi pemerintah, kesekretariatan lembaga negara, pemerintahan daerah, an badan usaha milik negara/daerah.

c. mengoordinasikan penyediaan dan pemanfaatan anggaran revitalisasi fungsi hubungan masyarakat pada instansi pemerintah, kesekretariatan lembaga negara, pemerintahan daerah, dan badan usaha milik negara/daerah.

d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi hubungan masyarakat, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

e. Memfasilitasi penyusunan petunjuk teknis revitalisasi fungsi hubungan masyarakat oleh pimpinan instansi pemerintah, kesekretariatan lembaga negara, pemerintahan daerah, dan badan usaha milik negara/daerah, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

f. Melakukan pembinaan dan pengawasan revitalisasi fungsi hubungan masyarakat pada instansi pemerintah, kesekretariatan lembaga negara, pemerintahan daerah, dan badan usaha milik negara/daerah, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

g. Melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan fungsi hubungan masyarakat pemerintah.

h. Menyusun standar dan pedoman yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak kesepakatan bersama ini ditandatangani.

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing Menteri mempunyai peran sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a. Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, instansi pemerintah terkait lainnya, dan Pemerintahan Daerah, dalam:

1. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Komunikasi dan Informatika Hubungan Masyarakat pada Pemerintahan Daerah.

2. Peningkatan kapasitas dan Evaluasi Hubungan Masyarakat pada Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

b. Menteri Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, instansi pemerintah terkait lainnya, dan pemerintahandaerah, dalam penyusunan dan pelaksanaan:

1. Pedoman tentang kebijakan dan fasilitasi diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan unit hubungan masyarakat pada instansi pemerintah, kesekretariatan lembaga negara, pemerintahan daerah, dan badan usaha milik negara/daerah.

2. Penyusunan standardisasi kompentensi sumber daya aparatur hubungan masyarakat dan kode etik hubungan masyarakkat pemerintah, keseretariatan lembaga negara, pemerintahan daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. 

c. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri,  Menteri Komunikasi dan Informatika, instansi pemerintah terkait lainnya, dan pemerintahan daerah, dalam penyusunan dan pelaksanaan:

1. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Standar Kompetensi Sumber Daya Aparatur, Kelembagan dan Jabatan bidang Hubungan Masyarakat pada Instansi pemerintah, keseretariatan lembaga negara, pemerintahan daerah, dan badan usaha milik negara/ daerah.

2. Ketatalaksanaan fungsi Hubungan Masyarakat pad Instansi pemerintah, keseretariatan lembaga negara, pemerintahan daerah, dan badan usaha milik negara/ daerah.

Pasal 4

Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, paling sedikit 1 (satu) kali setiap setahun.

Pasal 5

Secara sendiri-sendiri melaporkan pelaksanaan revitalisasi serta hasil-hasilnya kepada Presiden dan Wakil Presiden, sesuai tugas dan fungsinya, paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

(1) Kesepakatan bersama ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani.

(2) Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan bersama, melalui pemberitahuan secara tertulis.

(3) Perpanjangan atau perubahan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dituangkan dalam bentuk perubahan kesepakatan bersama.

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini ditanggung oleh masing-masing Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 6 (enam) asli dan masing-masing Menteri mendapat 2 (dua) rangkap.

MENTERI DALAM NEGERI
MENTERI KOMUNIKASI
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
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